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A. Latar Belakang

Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia
menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya
yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial,
melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi
sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.*

The National Youth Anti-Drug memaparkan hasil penelitian mereka
yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya
dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba,
namun alasan lainnya adalah untuk mencoba keluar dari
kebosanan/kejenuhan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan
santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi
rasa sakit hati’lkecewa, mencoba tantangan, untuk merasa dewasa,
menunjukkan kemandirian, merasa menjadi anggota kelompok tertentu,
supaya terlihat keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk
mengkonsumsi narkotika.? Awalnya, pelajar yang mengonsumsi narkoba
biasanya diawali dengan perkenalannya dengan rokok. Karena kebiasaan
merokok ini sepertinya sudah menjadi hal yang wajar di kalangan pelajar

saat ini. Kebiasaan inilah, pergaulan terus meningkat, apalagi ketika
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pelajar tersebut bergabung ke dalam lingkungan orang-orang yang sudah
menjadi pencandu narkoba.?

Keberadaan obat bius dan zat-zat narkotika di Indonesia sendiri
sudah mulai dikenal sebelum Tahun 1927, ini terlihat dari adanya
kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda dengan
mengeluarkan Staatblad 1927 No0.278 jo N0.536, yaitu peraturan tentang
obat bius dan candu.* Awal Tahun 1970-an penyalahgunaan narkotika
semakin tak terkendali sehingga pada tanggal 8 September 1971,
Presiden mengeluarkan Instruksi No.6 Tahun 1971 yang intinya adalah
memberantas kenakalan remaja, penyalahgunaan narkotika,
penyeludupan, uang palsu subversif, dan pengawasan orang asing.®

Khusus penyalahgunaan narkotika diangggap cukup mendesak
sehingga mendorong lahirnya Undang-Undang No.9 Tahun 1976, yang
kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997
tentang Narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No.22 Tahun
1997 tidak lagi mencegah secara efektif tindak pidana narkotika yang
semakin lama semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif,
serta bentuk kejahatannya terorganisir, maka Undang-undang No.22
Tahun 1997 direvisi kembali dengan disahkannya Undang-Undang No.35

Tahun 2009 Tentang narkotika pada tanggal 14 desember 2009.6
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Sekarang istilah ini sudah sangat akrab di telinga masyarakat.
Berbagai berita, himbauan, peringatan mengenai narkoba sudah sering
diselenggarakan. Kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba saat ini
semakin marak terjadi di Indonesia. Indonesia saat ini sudah menjadi
wilayah tujuan pemasaran utama.” Karena perkembangan peredaran
narkotika yang begitu cepat maka banyak kasus-kasus kejahatan
narkotika yang muncul di masyarakat, kasus kejahatan narkotika itu
hampir  kebanyakan menimpa kalangan remaja.2  Prevalensi
penyalahgunaan narkoba dalam penelitian BNN® dan Puslitkes Ul serta
berbagai universitas negeri terkemuka, pada Tahun 2008 terdapat 1,75
persen pengguna narkoba dari jumlah penduduk di Indonesia. Prevalensi
itu naik menjadi 1,99 persen dari jumlah penduduk pada 2011. Tiga tahun
kemudian, angka sudah mencapai 2,2 persen. Pada 2015, diproyeksikan
angka sudah mencapai 2,8 persen atau setara dengan 5,8 juta
penduduk.1©

Tindak kejahatan narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara
sembunyi-sembunyi, tetapi sudah kerap kali dilakukan secara terang-
terangan dilakukan oleh pemakai dan pengedar dalam menjalankan
operasi barang haram tersebut. Banyaknya fakta yang disajikan para

penyaji berita, baik melalui media cetak maupun melalui media elektronik,
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mengemukakan ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-
mana tanpa pandang bulu, terutama dikalangan remaja yang diharapkan
menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun bangsa dimasa
mendatang.'?

Tahun 2015, tercatat sebanyak 22 persen pengguna narkoba di
Indonesia berasal dari kalangan pelajar. Jumlah tersebut menempati
urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba.'?
Pelajar menempati posisi kedua setelah pemakai yang didominasi oleh
kaum pekerja sebesar 70 persen. Beberapa alasan yang mengejutkan
mengatakan ke-70 persen pecandu yang berasal dari kalangan pekerja
itu, disamping karena tekanan pekerjaan dan gaya hidup adalah karena
mereka memang sudah terbiasa mengkonsumsinya sejak dibangku
sekolah. Delapan persen lainnya adalah perempuan atau lelaki yang
dilacurkan, dan aparat negara.

Bahaya Narkotika di Indonesia sangat mengkhawatirkan.
Penggunaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun merupakan
sebuah fakta yang menunjukkan bahwa masalah narkotika di Indonesia
tidak kunjung usai sampai saat ini dan sebagian besar penggunanya
adalah generasi muda penerus bangsa yang tidak menyadari apa

sesungguhnya resiko / bahaya yang akan mereka terima dari penggunaan

INina Susilo, “22 Persen Pengguna Narkoba Adalah Pelajar”, melalui
http://nasional.sindonews.com. diakses Senin, 7 Agustus 2023 Pukul 21.%° Wib.

http://hai-online.com. “Pelajar Diurutan Kedua Pengguna Narkoba”, diakses
Senin, 7 Agustus 2023 Pukul 21.°° Wib.



narkotika. yang mereka pikirkan hanyalah kepuasan sesaat setelah
menggunakan narkotika tersebut.'3

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan. Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat
di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan, dan pengembangan ilmu
pengetahuan. Narkotika juga dapat menimbulkan ketergantungan yang
sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa adanya pengendalian serta
pengawasan yang ketat dan seksama.'4

Peredaran narkotika di Indonesia apabila ditinjau dari aspek yuridis
adalah sah keberadaannya apabila diadakan dan digunakan untuk tujuan
kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, seperti yang dinyatakan dalam
Pasal 7 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang berbunyi : “ Narkotika
hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya
melarang penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan
yang demikian ini dalam kenyataan di lapangan, penggunaan narkotika

sering disalahgunakan bukan untuk kepentingan pengobatan dan ilmu
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pengetahuan. Narkotika juga dijadikan ajang bisnis yang menjanjikan dan
berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya fisik
maupun psikis mental pemakai narkotika khususnya generasi muda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang
mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks,
lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya
disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan
penderitaan dan kehancuran baik fisik maupun mental yang teramat
panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam
penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan
hukum pidana sebagai sarananya.'®

Sesuai dengan kharakteristik yang ada pada anak-anak, mereka
memerlukan perhatian secara khusus, mengingat anak memiliki
kharakteristik di mana kondisi fisik dan mental yang belum matang.
Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak hakikatnya
merupakan pilihan yang bersifat dilematis. Kemampuan hukum pidana
sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang
dilakukan anak sangat terbatas. Indikasi terhadap hal ini antara lain
terlihat semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika yang dilakukan

oleh anak, sementara di sisi lain ada kecenderungan selalu digunakannya
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hukum pidana sebagai sarana penanggulangan narkotika yang dilakukan
oleh anak padahal realitas menunjukan, bahwa peradilan pidana sebagai
sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh
anak sering menampilkan dirinya hanya sebagai “mesin” hukum yang
hanya menghasilkan “keadilan prosedural”(procedural justice).®

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika talah banyak
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat
putusan hakim. Penegakan hukum ini diharapkan mampu manjadi faktor
penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran
narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan
penegakan hukum, semakin meningkat pula peerdaran serta
perdagangan narkotika tersebut.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika
telah disusun dan diberlakukan, namun demikian kejahatan yang
menyangkut tentang narkotika belum dapat diredakan. Kasus terakhir,
banyak bandar-bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat
sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan
lebih cenderung untuk memperluas daerah operasinya.’

Kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang pada masa
sekarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus
operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum

diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut
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guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di
Indonesia, khususnya bagi generasi penerus bangsa. Aparat penegak
hukum juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak
pidana narkotika ialah Badan Narkotika Nasional (BNN), yang diharapkan
mampu membantu proses penegakan hukum terhadap tindak pidana
narkotika.

Kreasi manusia dalam rekayasa obat-obatan telah memunculkan
zat-zat baru yang ditengarai sebagai jenis narkotika baru dan sangat
berdampak negatif pada kesehatan manusia apabila disalahgunakan atau
digunakan secara salah. Kreasi manusia dalam hal rekayasa obat-obatan
dikatakan baru karena zat-zat tersebut serta narkotika yang ditimbulkan
dari zat tersebut belum diatur atau masuk dalam daftar berbagai jenis
golongan narkotika yang diatur dalam ketentuan Pasal 6 serta lampiran
golongan narkotika pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Perkembangannya di Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN)
telah menemukan 17 zat baru atau Narkotika jenis baru melalui
pemeriksaan laboratorium. Zat yang disebut sebagai Narkotika baru
tersebut adalah:

Benzylpiperazine
Para-methoxymethamphetamine
Methylone

Methcathinone

Mephedrone

Pentedrone

4-methyl-N-methylcathinone
N-ethyl-cathinone

PN RAWNE



9. MDPV (3,4-methylenedioxypyrovalerone)

10.Chat plant (cathinone and cathine)

11.JHW-018

12.XLR-11

13.2-CB (4-bromo-2,5 dimethoxymethamphetamine

14.DOC (4-chloro-2,5-dinethoxyamphetamine

15. Mytragyna plant

16.DMA (N, N, a-trimethyl-benzeneethanamine)

17.Penazepam.'®

Mencermati perkembangan peredaran dan penyalahgunaan
narkoba, telah menimbulkan rasa kekhawatiran yang mendalam, bahwa
narkoba telah mengancam langsung masa depan penerus bangsa. Tanpa
pencegahan yang serius, ancaman itu bisa berlanjut pada penerus
bangsa. Walaupun demikian, mungkin pada umumnya masyarakat belum
menyadari dan merasa bahaya narkoba bukan urusannya selama anak
atau keluarganya belum menjadi korban. Sasaran bukan hanya tempat-
tempat hiburan malam, tetapi sudah merabah ke daerah pemukiman,
kampus bahkan sekolah-sekolah. Menjalarnya pemakaian narkoba
memang sangat merisaukan. Cara menjerat mangsa sudah semakin
intensif dan canggih, mulai cara-cara klasik denagan membujuk korban
untuk mencoba secara gratis, menawarkan sebagai gaya hidup modern
kepada para remaja, mempromosikan sebagai terapi, melangsingkan
tubuh hingga sebagai obat mengatasi rasa lelah dan yang terakhir dengan

cara keji, anak-anak SD di bujuk dengan obat psikotropika berwujud

permen dan dipikat dengan uang agar mau mencobanya.®
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Kejahatan narkotika seringkali terjadi bersifat transnasional yang
dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang
canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan
menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan
kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi
penerus bangsa. Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia
Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu
dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan dan pelayanan
kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan ketersediaan
narkotika yang sangat dibutuhkan sebagai obat- obatan untuk kesehatan,
juga digunakan untuk percobaan dan penelitian yang diselenggarakan
pemerintah dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan mendapat
ijin dari Menteri Kesehatan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak
dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat
putusan hakim. Penegakan hukum ini diharapkan mampu manjadi faktor
penangkal terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran
narkotika. Namun, dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan
penegakan hukum, semakin meningkat pula peerdaran serta
perdagangan narkotika tersebut.

Penyalahgunaan narkotika oleh anak saat ini menjadi perhatian

banyak orang dan terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan. Bahkan,

masalah penyalahgunaan narkotika menjadi perhatian berbagai kalangan.
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Hampir semuanya mengingatkan sekaligus menginginkan agar
masyarakat Indonesia, terutama anak-anak untuk tidak sekali-kali
mencoba dan mengkonsumsi narkotika. Fakta yang disanksikan hampir
disetiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata
peredaran narkotika telah merebak kemana-mana tanpa pandang usia,
terutama di antara generasi penerus bangsa dalam pembangunan negara
di masa mendatang.

Narkotika saat ini telah disalahgunakan untuk dikonsumsi,
diedarkan, dan diperdagangkan tanpa izin dari pihak berwenang dan
dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan tujuan
memperoleh keuntungan ekonomi. Penyalahgunaan narkotika pada saat
ini telah masuk dalam keadaan yang membahayakan, karena pelaku
penyalahgunaan narkotika atau mengkonsumsi narkotika berasal dari
golongan anak-anak atau remaja. Jumlah pelaku penyalahgunaan
narkotika yang masih tergolong anak atau terus bertambah pada tiap
tahunnya, yang membuktikan bahwa anak merupakan sasaran peredaran
narkotika.

Penyalahgunaan narkotika belakangan ini banyak dilakukan oleh
anak-anak. Usia anak-anak merupakan wilayah yang paling rawan
terhadap penyalagunaan narkotika, karena masa anak-anak merupakan
masa pencarian identitas diri, saat dimana anak-anak mulai muncul rasa
penasaran, ingin mengetahui serta ingin mencoba berbagai hal baru dan

bahkan resiko tinggi, oleh karenanya, sangat mungkin jika semakin hari
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semakin bertambah jumlah tindak pidana kejahatan narkotika untuk
pengedar dan pemakai dikalangan anak-anak.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud
dengan anak yang berhadapan dengan hukum (children in conflict with the
law) adalah adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang
menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Berbagai faktor tersebut memungkinkan bagi anak untuk
melakukan kenakalan dan kegiatan kriminal yang dapat berhadapan
dengan hukum dan sistem peradilan. Anak yang melakukan tindak pidana
ini bisa disebut pula dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan
dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas,
tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan
dengan hukum semata. Sistem peradilan pidana anak harus juga
dimaknai mencakup akar permasalahan (root causes) mengapa anak
melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya. Ruang lingkup
sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam dan kompleksitas
isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses
peradilan, kondisi tahanan, dan reintegrasi sosial, termasuk pelaku-pelaku
dalam proses tersebut.?® Istilah sistem peradilan pidana anak merujuk

pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanisme dan ketentuan,

20 Wagiati Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, 2006, h.17
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institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang
melakukan tindak pidana.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” Perlindungan
Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak
Menjual Narkotika Golongan | (Studi Putusan Pengadilan Negeri

Stabat Nomor Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb)”

B.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak
pidana narkotika?

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana
narkotika dihubungkan dengan Undang-undang No 35 Tahun 2009
tentang Narkotika dan Undang-undang No 11 Tahun 2012 Tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan

Negeri Stabat Nomor Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb?

C.Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas maka tujuan dari

penelitian ini adalah:
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap anak
sebagai pelaku tindak pidana narkotika.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi perlindungan hukum
terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dihubungkan dengan
Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-
undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb

Adapun kegunaan dan manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut :
1. Manfaat Akademis
a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu
hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum tindak
pidana mengenai narkotika dan psikotropika khususnya yang terjadi
pada anak serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

b. Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam
penyalahgunaan narkotika.

2. Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori

tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak yang

mengalami kasus tindak pidana mengenai narkotika.
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b. Sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penerapan
penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana

penyalahgunaan narkotika.

D.Kerangka Teori dan Konseptual.
1. Kerangka Teori.

Kerangka teori merupakan landasan berpikir yang digunakan untuk
mencari pemecahan suatu masalah. Setiap penelitan membutuhkan
kejelasan titik tolak atau landasan untuk memecahkan dan mambahas
masalahnya. Untuk itu perlu disusun kerangka teori yang memuat pokok-
pokok pikiran yang menggambarkan dari mana masalah tersebut
diamati.?*

Kerangka teori adalah bagian penting dalam penelitian, dengan
adanya kerangka teori akan memberikan kemungkinan pada prediksi fakta
mendatang, susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan,
asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi
landasan, acuan dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian.
Mengungkap teori yang digunakan berarti mengemukakan teori-teori yang
relevan yang memang benar-benar digunakan untuk membantu
menganalisis fenomena sosial yang diteliti. Teori yang berkenaan dengan

judul penelitian di atas adalah :

21 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Universitas Gajah Mada
Press, Yogyakarta, 2013, h. 39-40.



16

a. Teori rehabilitasi

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut teori treatment
dan social defence.?? Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika menganut
teori treatment sebab rehabilitasi terhadap pecandu narkotika merupakan
suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan
pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pemidanaan
yang dimaksudkan pada aliran teori treatment yaitu untuk memberi
tindakan perawatan (treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada
pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan
adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan
(treatment) dan perbaikan (rehabilitation).?

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan
pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang
dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan
(treatment) dan perbaikan (rehabilitation) kepada pelaku kejahatan
sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang
yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (treatment) dan
perbaikan (rehabilitation).?*

Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis
semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu

harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan

22 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana
Prenada, Jakarta, 2008, h. 31

2 |bid, h. 32.

24 Mahmud Mulyadi, Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-
Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan,
2008, h. 79
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seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis,
maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat
lebih bersifat tindakan (treatment) untuk melindungi kepentingan
masyarakat. Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan,
menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari
dalam kriminologi.?®

Metode treatment sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana
yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis
menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Pengamatan mengenai
bahaya sosial yang potensial dan perlindungan sosial menjadi suatu
standar dalam menjustifikasi suatu perbuatan, daripada pertanggung
jawaban moral dan keadilan.

Menurut Herbert L. Packer, rehabilitasi dilakukan terhadap pelaku
kejahatan karena dalam menjatuhkan sanksi harus berorientasi kepada
diri individu pelaku, bukan kepada perbuatannya. Bagaimana menjadikan
individu pelaku kejahatan tersebut untuk menjadi lebih baik.2®

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika juga menganut teori social
defence sebab merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang
mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak
lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. teori Social defence
berkembang setelah Perang Dunia ke-2. Tokoh terkenal dari teori ini

adalah Filippo Gramatica. Dalam teori ini, terbagi dua konsepsi yaitu:

25 |bid, h. 81
%Herbert L. Packer, The Limits of The Criminal Sanction, Stanford University
Press, California, 2008, h. 54
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1) Konsepsi radikal (ekstrim)
2) Konsepsi yang moderat (reformist).?’

Konsepsi radikal dipelopori dan dipertahankan oleh Filippo
Gramatica. Menurut Gramatica, “hukum perlindungan sosial” harus
menggantikan hukum pidana yang ada sekarang. Tujuan utama dari
hukum perlindungan sosial adalah mengintegrasikan individu kedalam
tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya.

Konsepsi moderat dipertahankan oleh Marc Ancel. Menurut Marc
Ancel, tiap masyarakat memasyarakatkan adanya tertib sosial, yaitu
seperangkat peraturan-peraturan yang tidak hanya sesuai dengan
kebutuhan untuk kehidupan bersama, tetapi sesuai dengan aspirasi-
aspirasi warga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, peranan yang
besar dari hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat
dielakkan bagi suatu sistem hukum. Beberapa konsep pandangan
moderat:?®

1) Pandangan moderat bertujuan mengintegrasikan ide-ide atau
konsepsi-konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi-
konsepsi perlindungan masyarakat ke dalam konsepsi baru
hukum pidana.

2) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada
perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, dan ini tidak
kurang pentingnya dari kehidupan masyarakat itu sendiri.

3) Dalam menggunakan sistem hukum pidana, aliran ini menolak
penggunaan fiksi-fiksi dan teknis-teknis yuridis yang terlepas dari
kenyataan sosial. Ini merupakan reaksi terhadap legisme dari
aliran klasik.

27 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni,
Bandung, 2012, h. 35.
28 |bid, h. 36.
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b. Teori Perlindungan Hukum.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah
berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi
penerus bangsa dan penerus pembangunan, vyaitu generasi yang
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang bekelanjutan
dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali
Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi
sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya,
menuju masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan
Pancasila dan UUD 1945. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah
dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal
bagi pembangunan bangsa dan negara.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa,
merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib
diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan
perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat
hukum.?® Oleh karena itu perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan
perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan
kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang
membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan

kegiatan perlindungan anak.’° Kegiatan perlindungan anak setidaknya

29 Abdul G. Nusantara, Hukum dan Hak-Hak Anak, Rajawali, Jakarta, 2016, h. 23
30 Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013,
h.222
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memiliki aspek vyaitu berkaitan dengan kebijakan dan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak
anak serta menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan
tersebut.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar
baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan
adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan
anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum,
baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.
Hukum merupakan jaminan bagi perlindungan anak.3!

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu
usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.®?
Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan bahwa : “untuk

mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek

31 |bid. h. 33.
%2 Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta,
20108. h. 18-19
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hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum
perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam
hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak
belum dibebani dengan kewajiban”.3® Lebih lanjut Maulana Hassan
Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan
pengertian jengdrecht dan kemudian mengelompokan ke dalam dua
bagian yaitu :

1) Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah
segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada
mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi
mereka untuk berkembang.

2) Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi
perlindungan hukum yang terdapat dalam :

a) Ketentuan hukum Perdata
b) Ketentuan hukum Pidana
c¢) Ketentuan hukum acara.®*

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat
dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam
proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh
hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

1) Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa
2) Proses perlindungan hak atau hak-hak anak
3) Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan

melawan hukum

4) Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

33 Maulana Hassan Madong, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan
Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2015, h. 41
34 bid, h. 41.
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Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa
depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai
dengan kepentingan dan hak asasinya.

2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah
dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 — 18
tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak

asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya
seoptimal mungkin.3®

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan
hak dan kewajiban anak. Anak yang berkonflik dengan hukum harus
mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang
berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak
yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana,
merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum

dilaksanakan melalui:

%5 |man Jauhari. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan
Peraturan Perundang-Undangan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, h. 20-21
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1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat

dan hak-hak anak.

2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus

4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak

5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum

6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan

orang tua atau keluarga

7) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa

dan untuk menghindari labelisasi.3®

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi
sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat
adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik
indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan
merdeka.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi
muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu
sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi
anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam
kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap
kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.

Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses

perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap

%6 Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi
dan Restorative Justice, Refika Aditama, Bandung, 2009, h. 209.
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ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu
tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat
diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program,
stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan
melalui bantuan hukum.

c. Teori Penegakan Hukum

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas
hukum (Rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini
berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang
demokratis berdasarkan pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak
asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan
kedudukannnya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan
berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak absolutisme
(kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi
harus berdasarkan atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut.
Artinya dministrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-
undangan.?®’

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara
yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum
(rechtstaat )

2) Sistem konstitusional

3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR)

87 C.S.T Kansil, Hukum Tata Negara Rapublik Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta,
2000, h. 90
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4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR)

6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara
tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR)

7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.*®

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui
perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui
landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal
sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil
simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966
di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara
hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak
menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih
dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat
aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “rule of law”.3°

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara
hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

1) Menjunjung tinggi hukum

2) Adanya pembagian kekuasaan

3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta

remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.°

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (rechtstaat)

adalah :

% UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara
lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h.67-69

3% Bambang Waluyo, Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI, Sinar Grafika,
Jakarta, 2011, h. 2

40 C.S.T Kansil, Op.Cit, h. 91.
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1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/

legalitas

2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)

3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara,

menjamin perlindungan HAM

4) Adanya Peradilan Administrasi*

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-
dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam
aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum,
produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau law
enforcement.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk
mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan
keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap
anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi
haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan
keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh
masyarakat.*?

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-
kaedah yang mantap dan mengejawantah serta sikap tindak sebagai

rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan

mempertahankan pergaulan hidup*®. Penegakan hukum tidak bisa

41 Bagir Manan, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara,
Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

42 |bid, h. 55

4 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5
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terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa
khusus (bijzonder dwangmiddelen) yang dimaksud alat paksa disini bukan
merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh
ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan
penyitaan.*

Hukum telah dikonsep ke dalam beberapa makna, sehingga tidak
ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut “hukum”. Dalam
sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga)

konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai
universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam

2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu
waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk
eksplisit suatu sumber kekuasaan.

3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam
proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola
perilaku yang baru.*

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya law enforcement,
merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik,
guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan
masyarakat dan kepentingan pribadié. Kepentingan tersebut terlindungi
apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan

dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi

mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan

4 bid, h. 7

4 C.S.T Kansil, Op.Cit, h. 12

4 Lili Rasjidi, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Mandar Maju, Bandung, 2013,
h.123
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hukum di indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses
pembentukan hukum (law making process), proses sosialisasi hukum (law
ilumination process) dan proses penegakan hukum (law enforcement
process)*’.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana
Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-
keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini
adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan
dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut
menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.*®

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum
dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan
pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum
preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga
agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan
hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparatur penegak
hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif
adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam
usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada
tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem

penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan

47 1bid
48 Liliana Tedjosaputro, Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana,
Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55
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oleh alat perlengkapan negara atau aparatur penegak hukum yang
mempunyai aturannya masing-masing.*°

Mengenai hal di atas Mochtar kusumaatmaja menyatakan bahwa
hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan
tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu
kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus
dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.°

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada
faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling
berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum,
serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu :

1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang

beserta peraturan pelaksanaannya
2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan

hukum

3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan
hukum

4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu
diterapkan

5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari
manusia dalam kehidupannya.®!

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai
tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang
dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum

menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus

9 |bid, h. 77

S0Mochtar Kusumaatmaja, Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni,
Bandung, 2002, h. 5

51 Soerjono Soekanto, Op. Cit, h. 3
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selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan “fiat
justicia et pereat mundus” ( meskipun langit runtuh hukum harus
ditegakkan).5?

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh
dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan (dilarang). Sasaran hukum
yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan
hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan
kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem
bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk
penegakan hukum.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan
narkotika yang dilakukan oleh anak dimulai pada saat dilakukannya

penyelidikan sampai proses di peradilan umum untuk pemindanaannya.

2. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari
penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka perlulah dibuat kerangka
konseptual agar tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian.

a. Perlindungan hukum adalah kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai

terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak

52Sudikno dan Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2013, h. 1
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sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.®3

a. Tindak pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur-unsur
perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga siapa yang
menimbulkan  peristiwa itu dapat dikenakan sanksi pidana

(hukuman).> Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi,

yaitu segi subjektif dan segi objektif:

1) Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana
adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku,
akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.

2) Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang
dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si
pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.
Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak si pelaku. Jadi,
akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh
undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi, memang ada
unsur kesengajaan.

Suatu peristiwva agar dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana

harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1) Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan

oleh seseorang atau sekelompok orang.

%3 Soerjono Soekanto, Op. Cit, h.7.
5 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Adiama, Jakarta, 2011, h.
96-98
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2) Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam
undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu
kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

3) Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi,
perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan
yang melanggar ketentuan hukum.

4) Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan
hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

b. Pasal 1 Angka (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang
Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang
berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi
sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam
golongan-golongan sebagaima terlampir dalam Undang-undang
Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

c. Anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa anak
yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah
anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur
18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batas
usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk
dapat disebut sebagai anak. Adapun yang dimaksud dengan batas

usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud
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kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih
status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang
dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-
perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

d. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu : "Putusan
pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang
pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau
lepas dari segala tuntutan hukum dalam segala hal serta menurut cara
yang diatur dalam undang-undang ini". Putusan pengadilan pada
dasarnya adalah untuk memberikan suatu keadilan demi terciptanya
suatu kepastian hukum. Putusan yang dijatuhkan Hakim dimaksudkan
untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara yang diajukan
kepadanya.

E. Asumsi

Asumsi adalah anggapan yang belum terbukti kebenarannya dan
memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menurut
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak adalah dengan menjatuhkan pidana atau tindakan
kepada anak yang bersangkutan. Pertimbangan hakim sangat
berperan dalam memberikan putusan terhadap pelaku anak dalam
tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusannya hakim

haruslah tetap berdasarkan atas pertimbangan bahwa pemberian
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putusan tersebut merupakan putusan yang terbaik bagi kepentingan si
anak itu sendiri.

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana
narkotika dalam hal anak tersebut merupakan pelaku penyalahguna
narkotika maka lebih mengedepankan pemberian hak rehabilitasi
dibanding dengan putusan pidana penjara dan pengembalian ke orang
tua atau keluarga.

3. Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Stabat
Nomor Pid.Sus-Anak/2020/PN Stb adalah dalam persidangan, Majelis
Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau
alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran studi kepustakaan, belum
ditemukan penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Menjual
Narkotika Golongan | (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor
Pid.Sus-Anak/2020/PN  Stb)”. Namun dalam penelusuran studi
kepustakaan tersebut, ada beberapa penulisan hukum yang terkait
dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak dan disparitas

penjatuhan pidana, yaitu :
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1. Zahru Arqom/08/276003/PHK/5136 (Prog. Pasca Magister Hk. Litigasi):

"Pelaksanaan Penegakan Hukum Terhadap Delinkuen Anak dalam
Perkara Anak Nakal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak dan Pengembangan Konsep Keadilan
Pidana Anak di Indonesia”.
Tesis ini membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum terhadap
delinkuen anak. Zahru Argom berusaha untuk menejelaskan secara
sistematis proses penanganan terhadap delinkuen anak yang diproses
di Pengadilan Negeri. Zahru Argom juga mengkaji tentang
pengembangan metode dimensi sebagai bagian dari konsep
restorative justice.

2. Indang Sulastri/07/259211/PHK/4298 (Prog. Pasca Magister Ilimu

Hukum): ”Penjatuhan Seleksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan
Narkoba oleh Remaja Usia Sekolah”.
Tesis ini menekankan pada efektifitas dari penjatuhan sanksi pidana,
dan tidak terbatas pada kasus narkotika saja melainkan kasus
psikotropika yang melibatkan Remaja Usia Sekolah sebagai
pelakunya.

Berdasarkan penulisan hukum tersebut di atas, penelitian yang
dilakukan oleh penulis apabila diperbandingkan substansi dan pokok
bahasannya adalah berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan di
atas. Tesis ini membahas pokok bahasan yakni pertimbangan hakim
dalam memutus perkara tindak pidana narkotika terhadap anak, dan

pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana pada anak dengan
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Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan
demikian tesis ini berbeda dengan penulisan-penulisan hukum yang

dikemukakan di atas.

G.Metode Penelitian

Metodeologi penelitian merupakan penelitian yang menyajikan
bagaimana cara atau prosedur maupun langkah-langkah yang harus
diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya.>®.

Penelitian hukum pada dasarnya dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu
penelitian normatif dan penelitian empiris. Penelitian normatif merupakan
penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula
penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan penelitian
empiris adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui
guestioner (daftar pertanyaan) ataupun wawancara langsung.5®

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang
menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan
perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan

dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat

%5 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset nasional, Akmil, Magelang, 2017, h. 8
% Soerjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali
Pers, Jakarta, 2015, h. 1.
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sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk
menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi
adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam
masyarakat.>” Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah
mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan
dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui
penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.®

Ditinjau dari sudut metode yang dipakai maka penelitian ini dapat
digolongkan dalam jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu
sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap
kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung
melakukan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna
memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang permasalahan
yang sedang diteliti. Selain itu dalam penelitian hukum sosiologis melihat
korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu
mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Manudji bahwa penelitian
hukum sosiologis (empiris) mencakup, penelitian terhadap identifikasi
hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.>®

Penelitian hukum sosiologis atau empiris hendak mengadakan

5 Kontjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta,
2017, h. 42.

%8 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia
Publishing, Malang, 2018, h. 310

%9 Soerjono Soekanto dan Sri Manudiji, Op.Cit, h. 45
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pengukuran terhadap peraturan perundang-undangan tertentu mengenai
efektivitasnya, maka definis-definisi operasionil dapat diambil dari

peraturan perundang-undangan tersebut.

2. Metode Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Pendekatan kasus (case approach),®® dilakukan dengan cara
melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu
yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

b. Pendekatan konseptual (copceptual approach),® dilakukan dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu
hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan
pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas
hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan
sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum
dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan
dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani.®?

60 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94
61 |bid, h. 95
62 1bid, h.96
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3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan
data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Mendapatkan hasil yang objektif dan dapat dibuktikan
kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka data
dalam penelitian ini diperoleh dengan alat pengumpulan data yang
dilakukan dengan menggunakan cara yaitu studi kepustakaan (library
research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data
dengan melakukan penelaahan kepada bahan pustaka atau data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan
bahan hukum tersier.
4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses
penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan
sumber yang akan ditelit. Pengumpulan data difokuskan pada pokok
permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi
penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan

data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.
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Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil

penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data

sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tertier.53

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder.

Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas,

sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada

dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.®

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang berhubungan dan

mengikat yaitu:

1)

2)
3)

4)

UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD
1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika,
Undang-Undang Nomor 11  Tahun 2012 Tentang Sistem

Pengadilan Anak

83 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudii, Op.Cit, h. 39.
64 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2014, h. 122.
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d. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum dari buku teks
yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan
pandangan-pandangan kalsik para sarjana yang memiliki kalsifikasi
tinggi.®> Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang
hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan
penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang
terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang
dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini bisa berasal dari
buku-buku, hasil-hasil penelitian dan hasil karya ilmiah dari kalangan
hukum.

e. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan majalah yang berkaitan
dengan tema yang diteliti.®®

5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga
kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk
menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori

substantif.6’” Untuk menemukan teori dari data tersebut maka

® Ibid, Op.Cit, h. 41

% Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali
Pers, Jakarta, 2006, h. 31

67 Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 2013, h. 103



42

menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan
putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang

dalam masyarakat.58

68 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h. 105



BAB I

PENGATURAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang
untuk dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud dengan batas usia
anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan
anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi
usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung
jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-
tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian
pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus
dilindungi, karena secara kodrat memiliki subtansi yang lemah (kurang)
dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".4é

Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian
hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan
pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

1. UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak disebutkan:

a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang
berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana,
dan anak yang menjadi saksi tindak pidana

4 Maulana Hassan Madong. Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan
Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2010, h. 39

43
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b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut
Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi
belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan
tindak pidana

c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut
Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian
ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut
Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan
penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan
tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau
dialaminya sendiri.

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang HAM
menyebutkan anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18
(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih
dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak..

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus
karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena
dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia

yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak
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asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi
kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa
dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas
kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta
berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak
sipil dan kebebasan.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan.
Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan
hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan

martabat dan hak-hak anak.

2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik

bagi anak

5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap

perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan

orang tua atau keluarga

7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa
dan untuk menghindari labelisasi.*’

47 Marlina. Op.Cit, h. 209.
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Beberapa penjabaran mengenai pentingnya suatu perlindungan

hukum terhadap anak, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

perlindungan anak:

1.

Suatu perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.
Keadilan ini merupakan keadilan sosial yang merupakan dasar
utama perlindungan anak.

. Suatu usaha bersama melindungi anak untuk melaksanakan hak

dan kewajibannya secara manusiawi dan positif.

. Suatu permasalahan manusia yang merupakan kenyataan

sosial.

. Suatu hasil interaksi antara pihak-pihak tertentu, sebagai akibat

adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling
mempengaruhinya.

. Suatu tindakan individu yang dipengaruhi oleh unsur-unsur sosial

tertentu atau masyarakat tertentu. Seperti kepentingan yang
dapat menjadi motivasi, lembaga-lembaga sosial (keluarga,
sekolah, pesantren, pemerintah dan sebagainya), nilai-nilai
sosial, norma (hukum), status peran dan sebagainya.

. Dapat merupakan suatu tindakan hukum (yuridis) yang dapat

mempunyai akibat hukum yang harus diselesaikan dengan
berpedoman dan berdasarkan hukum. Perlu adanya pengaturan
berdasarkan  hukum untuk mencegah dan menindak
pelaksanaan perlindungan anak yang menimbulkan penderitaan
mental, fisik dan sosial bagi anak yang bersangkutan.

. Harus diusahakan dalam berbagai bidang penghidupan dan

kehidupan berkeluarga, masyarakat, bernegara dan berbangsa.

. Merupakan suatu bidang pembangunan hukum nasional.

Mengabaikan masalah perlindungan anak akan mengganggu
pembangunan nasional serta kesejahteraan rakyat maupun
anak. Ikut serta dalam pembangunan nasional adalah hak dan
kewajiban setiap warga negara.

. Merupakan bidang pelayanan sukarela (voluntarisme) yang luas

lingkupnya dengan gaya baru (inovatif, inkonvensional).*®

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam

penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan

perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan

khusus, karena selama ini belum adanya perlindungan hukum terhadap

saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur

48 Maidin Gultom. Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak di Indonesia. Refika Aditama, Jakarta, 2018. h. 36-37



a7

dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu
yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat,
psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan
tersebut.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang
merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi
sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat
adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik
indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan
merdeka.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk
menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara
wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan
perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan
demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang
kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan
anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan
hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan
jaminan bagi perlindungan anak.*®

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi
muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu
sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi

anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam

kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap

49 Ibid. h. 33.
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kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial.
Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses
perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap
ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu
tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat
diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program,
stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan
melalui bantuan hukum.
Maulana Hassan Madong menyebutkan bahwa perlindungan anak
dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu :
1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan:
a. Bidang hukum publik (pidana)
b. Bidang hukum keperdataan (perdata)
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi :
a. Bidang sosial
b. Bidang kesehatan
c. Bidang pendidikan.®°
Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu
usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat
melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini
merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.>!
Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam
berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Bismar Siregar yang dikutip oleh Maulana Hassan Wadong

menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak

%0 Maulana Hassan Madong, Op.Cit, h. 40.
51 Shanty Dellyana. Wanita dan Anak Di Mata Hukum, Liberty, Yogyakarta, 2018.
h. 18-19
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dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup
advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-
hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat
ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.52

JE. Doek dan HMA Drewes yang dikutip oleh Maulana Hassan
Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan
pengertian jengdrecht dan kemudian mengelompokan ke dalam dua
bagian yaitu :

1. Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah
segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada
mereka yang belum dewasa dan memberikan kemungkinan
bagi mereka untuk berkembang.

2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi
perlindungan hukum yang terdapat dalam :

a. Ketentuan hukum Perdata
b. Ketentuan hukum Pidana
c. Ketentuan hukum acara.®?

Berdasarkan definisi hukum perlindungan anak tersebut dapat
dilihat unsur-unsur yang essensial yang meletakkan hak-hak anak dalam
proses pembinaan/pembelaan dan perlindungan yang ditentukan oleh
hukum. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. Peraturan hukum formal dan material yang bersifat memaksa

2. Proses perlindungan hak atau hak-hak anak
3. Adanya perbuatan tindak pidana (straafbaar feit) dan perbuatan
melawan hukum

4. Adanya kepentingan hak anak yang terlindungi.

52 Maulana Hassan Madong, Op.Cit, h. 41.
53 |bid, h. 41.
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Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa
depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap
orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan
mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan
kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai
dengan kepentingan dan hak asasinya.

2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh
perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah
dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan
kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusaia 0 — 18
tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak
asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya
seoptimal mungkin.>*

Hukum perlindungan anak adalah keseluruhan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar orang melindungi pelaksanaan
hak dan kewajiban anak.

B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Berkonflik dengan
Hukum.

Anak adalah bagian dari generasi muda, sebagai salah satu
sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis, mempunyai ciri dan
sifat khusus yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam

rangka menjamin pertumbuhan fisik, mental dan sosial, secara utuh

selaras dan seimbang.

5 Iman Jauhari. Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan
Peraturan Perundang-Undangan), Pustaka Bangsa Press, Medan, 2018, h. 20-21
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Anak sebagai generasi penerus yang sering dikumandangkan
sebagai pewaris bangsa, tunas-tunas muda harapan bangsa, pada setiap
zamannya mempunyai tanggung jawab untuk melangsungkan perjuangan
bangsa dalam mencapai cita-cita nasional seperti yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Konsep tentang anak nakal menurut Romli Atmasasmita dalam

Wagiati Soetodjo penggunaan istilah “ Juvenile Delinquency “ adalah
setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18
tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-
norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan
pribadi si anak yang bersangkutan.>®

Istilah yang lazim, perkataan “Juvenile® sering dipergunakan
sebagai istilah lain dari anak-anak. Terhadap istilah ini ada dua penafsiran
dalam pengertiannya : pertama pengertian anak-anak untuk pertimbangan
aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim ) dalam rangka menerapkan
kebijakan pidana pada proses peradilan anak. Dari yang pertama ini
hanya dimaksudkan untuk membedakan antara pelaku pidana yang masih
anak-anak (non adult offender) dengan pelaku tindak pidana yang sudah
dewasa (adult offender). Kemudian pengertian yang kedua adalah
pengertian sebagai remaja, sebutan ini biasanya didasarkan pada kondisi

psikologis seseorang, dimana pada usia belasan tahun sering disebut

sebagai remaja. Namun demikian pengertian inipun tidak semua orang

% Wagiati Soetojdo. Hukum Pidana Anak, PT Refika Aditama Bandung, 2017,
h.11
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dapat menerimanya, karena pengertian ‘juvenile” terlalu umum dan
mencakup semua orang yang masih muda usianya.

Menurut Kartini Kartono dalam Wagiati Soetodjo bahwa yang
dikatakan  juvenile delinquency adalah  prilaku jahat/dursila atau
kejahatan/kenakalan anak-anak muda, merupakan gejala sakit (patologi)
secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu
bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk
pengabaian tingkat laku yang menyimpang.5®

Romli Atmasasmita dalam Wagiati Soetojdo mengatakan bahwa
tindak pidana anak-anak adalah tindakan yang dilakukan anak-anak yang
dianggap bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di suatu
negara, yang oleh masyarakat dirasakan serta ditafsirkan sebagai
perbuatan yang tercela.®’

Kenakalan dalam hal ini adalah suatu perbuatan yang
mengandung unsur-unsur perbuatan yang tercela yang dianggap sebagai
pelanggaran terhadap hukum, minimal perbuatan tersebut dapat
mengganggu ketentraman orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-
cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan
nasional. Dalam berbagai hal upaya perlindungan terhadap anak

dihadapkan pada permasalahan dan tantangan baik yang secara

%6 Ibid, h. 10
5 Ibid. h. 9-10
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langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi tingkah laku dan
prilaku anak.

Perubahan gaya dan cara hidup sebagian masyarakat, telah
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan
bermasyarakat yang tentunya berpengaruh terhadap nilai dan prilaku
anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang,
asuhan, bimbingan, dan pembinaan dalam pengembangan sikap, prilaku,
penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua
asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan
lingkungan yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum
yang di lakukan oleh anak menurut penjelasan umum Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012 disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor
tersebut diantaranya:

1. Adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan
2. Arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi
3. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menghadapi dan menanggulangi tingkah laku anak nakal perlu
dipertimbangkan berbagai hal yang melatarbelakanginya. Walaupun anak
telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan
pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat
mempengaruhi prilakunya. Untuk itu diperlukan pembinaan dan bimbingan

dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.
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Apabila terdapat kekurangan identifikasi antara orang tua dan
anak, mereka akan hidup dalam dunianya masing-masing dengan hampir
tidak ada persamaan satu dengan yang lainnya. Orang tua kerap tidak
tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan anak tidak tahu tentang
kegiatan orang tuannya. Dengan demikian diperlukan suatu fundamental
yang terarah guna menciptakan harmunisasi dalam kehidupan
berkeluarga sehingga menciptakan generasi yang berpotensi. Orang tua
harus menjadi panutan bagi anak-anaknya hal ini sangat penting bagi
sense of belonging seorang anak, kode moral yang diterapkan dirumah
sebainya tidak menyimpang dengan kode moral yang ada di sekolah
maupun lingkungan masyarakat sehingga anak dapat memahami dan
tidak mencari kebenaran menurut caranya sendiri.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan
hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam
konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas
dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas pelindungan dari kekerasan
dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut
dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat
manusia. Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan

membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.
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Anak perlu mendapat pelindungan dari dampak negatif
perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang
komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah
membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat
yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan prilaku anak. Penyimpangan
tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak,
antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut.

Suatu kejahatan, kenakalan atau perbuatan pidana yang dilakukan
oleh seseorang pasti memiliki penyebab yang menjadi latar belakang
mengapa perbuatan itu dilakukan. Faktor-faktor yang mendorong
perbuatan itu dilakukan sering juga disebut sebagai motivasi dimana
didalamnya mengandung unsur niat, hasrat, kehendak, dorongan
kebutuhan, cita-cita yang kemudian diwujudkan dengan lahirnya
perbuatan-perbuatan, demikian pula perbuatan pidana yang dilakukan
oleh anak tidak terlepas dari factor yang mendukung anak yang
melakukan perbuatan pidana.

Menurut Kartini Kartono, perbuatan pidana yang dilakukan oleh
anak terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan

dalam dua kelompok besar yaitu:>8

%8 Sulaiman, Faktor-Penyebab-Kejahatan-yang-Dilakukan-Anak-Anak,http:/imww.
berita. com/. html. diakses tanggal 04 September 2023 Pukul 21.%° wib.
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1. Faktor Intern

Faktor interen adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak itu
sendiri, faktor yang mendorong anak melakukan perbuatan pidana yang
berasal dari dirinya sendiri yang meliputi beberapa hal yaitu:

a. Untuk memuaskan kecenderunagan keserakahan.

b. Meningkatkan agresifitas dan dorongan seksual.

c. Salah asuhan, salah didik dari orang tua sehingga anak menjadi
manja dan lemah mentalnya.

d. Hasrat untuk berkumpul dengan teman-teman senasib dan
sebaya menjadi kesukaan untuk meniru-niru.

e. Kecenderungan pembawaan yang patologis.

Konflik bathin sendiri dan kemudian mempergunakan

mekanisme pelarian diri yang irasional.

—h

2. Faktor ekstern.

Menurut Kartini Kartono Faktor ekstern adalah faktor yang lahir
dari luar anak faktor ini terdiri atas beberapa hal yaitu:®°
a. Faktor Lingkunagan Keluarga

Keluarga mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap
seorang anak. Keluarga merupakan lingkungan pertama dalam kehidupan
seorang anak dan dari keluarga pula untuk pertama kalinya anak
mendapat pendidikan. Arti keluarga bagi anak adalah merupakan
tumpuan pendidikan anak. Keluarga pertama-tama bagi anak, dan dari
keluarga pulalah anak pertama-tama akan menerima pendidikan, karena
keluarga mempunyai peranan penting dalam keluarga.

Seorang anak dalam keluarga belajar untuk memegang peranan

sebagai makhluk sosial yang memiliki norma-norma dan kecakapan

%9 Ibid.
€0 Ibid.
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tertentu yang akan dibawanya untuk memasuki kehidupan yang lebih luas
dalam pergaulan dimasyarakat. Pengalaman yang didapatkan dari
keluarga ikut menentukan cara anak untuk bertingkah laku. Apabila
keluarga memberikan contoh yang baik maka akan berpengaruh positif
bagi anak dan akan diwujudkan tingkah lakunya dalam pergaulan, baik
pun sebaliknya jika dalam keluarga terjadi hubungan yang kurang balik,
maka kemungkinan besar anak dalam pergaulannya akan berjalan
secara tidak baik pula. Jadi bukan merupakan suatu yang mustahil apabila
kemudian banyak dijumpai anak yang melakukan perbuatan yang
menyimpang dari norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.
Umumnya sebagian besar waktu anak adalah berada dalam
keluarga. Oleh karena itu tidak mustahil apabila anak nakal disebabkan
karena pengaruh dari keadaan keluarganya, apalagi kondisi keluarga itu
tidak normal. Keluarga tidak normal bisa berupa keluarga yang mengalami
perpecahan atau sering disebut dengan istilah broken home. Perpecahan
(broken home) sering mengakibatkan anak kurang mendapatkan kasih
sayang dan perhatian dari bapak dan ibu atau bahkan kedua-duanya.
Perkembangan kehidupan masyarakat yang makin modern, sering
dijumpai orang tua yang sibuk dengan urusannya masing-masing
terutama dalam hal mencari nafkah. Kondisi ini menyebabkan anak
kurang mendapatkan pengarahan dan pengawasan dari orang tuanya,

sehingga tidak jarang anak kemudian mencari kesibukan di luar rumah
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yang bisa saja bersifat negatif untuk menarik perhatian orang tuanya
sebagai bentuk pelampiasan karena merasa diabaikan.

Lemahnya ekonomi keluarga juga bisa menjadi pendorong bagi
anak untuk melakukan perbuatan pidana. Fenomena ini sering terjadi
pada keluarga kelas menengah kebawah yang pada umumnya hanya bisa
memenuhi kebutuhan hidupnya dalam batas minimum. Bahkan kadang-
kadang untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga (anak) harus ikut
berpartisipasi dalam mencari nafkah demi mempertahankan hidup
mereka. Dengan kondisi yang seperti ini orang tua secara otomatis kurang
dapat mengawasi anak-anaknya sehingga kadang untuk dapat memenuhi
kebutuhannya sendiri seorang anak melakukan perbuatan yang tidak
benar, (seperti mencuri, memeras, merampas dan sebagainya).

b. Faktor Lingkungan sekolah.

Masalah pendidikan disekolah bisa menjadi motipasi dari luar yang
bisa mendorong anak untuk melakukan suatu perbuatan yang
menyimpang. Kondisi sekolah yang tidak baik dapat menggaggu proses
belajar mengajar anak didik yang pada gilirannya dapat memberikan
peluang bagi anak didik untuk berprilaku menyimpang.

c. Faktor lingkungan pergaulan.

Hal yang perlu diperhatikan yaitu sesuai dengan perkembangan
keadaan pada waktu sekarang ini adalah diantara anak-anak yang
memasuki sekolah tidak semuanya berwatak baik (misalnya ada yang
penakut, ada yang patuh dan ada pula anak yang keras kepala dan tidak

dapat diatur. Bahkan tidak jarang dijumpai dalam suatu sekolah yang anak
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didiknya suka merokok dan mengkonsumsi obat-obat terlarang. Sikap-
sikap tidak disiplin seperti inilah yang dapat berpengaruh besar kepada
anak yang pada awalnya bermental baik.

Masyarakat merupakan tempat pendidikan ketiga setelah
lingkungan keluarga dan sekolah, karena anak disamping berinteraksi
dengan anggota keluarganya juga akan memasuki pergaulan yang lebih
besar lagi yaitu lingkunagn masyarakat disekitarnya.

Pengaruh yang diberikan lingkungan pergaulan besar sekali dan
bahkan terkadang dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan
keluarga. Dari lingkungan keluarga ini seorang anak akan banyak
menyerap ahal-hal baru yang dapat mempengaruhinya, untuk bertingkah
laku lebih baik atau sebaliknya menjadi buruk.

Proses pembentukan keperibadian anak biasanya mulai dan
berkembang pada saat anak tersebut menghabiskan sebagian besar
waktunya untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian
pengaruh lingkungan pergaulan terutama pengaruh dari teman-temannya
sangat besar bagi anak dapat melakukan apa yang dianggap baik
menurutnya dan apa yang menjadi sumber bagi anak untuk melakukan
perbuatan menyimpang.

d. Faktor mass media atau media massa.
Mas media atau yang sering dikenal dengan media massa, seperti

majalah, surat kabar, radio, tape, televise, VCD, dan lain-lain, memberikan



60

pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Tidak dapat
disangkal bahwa media massa memegang peranan yang positif dalam
meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat. Keberadaan sarana dan pra
sarana dan alat-alat tersebut mempermudah masyarakat dapat
mengetahui peristiwva yang terjadi baik diluar maupun dalam negeri
dengan cepat.

Banyak sekali dijumpai mass media yang tidak mendidik. contoh
umum seperti buku dan majalah yang menyajikan gambar dan cerita-
cerita yang dikatagorikan sebagai pornografi dan tayangan-tayangan baik
film maupun acara televisi yang mengetengahkan adegan porno dan
kekerasan. Hal ini bisa memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak,
dengan mengingat kondisi kontrol diri anak yang masih belum secara
penuh dan juga mudahnya anak untuk melakukan hal-hal yang bagi

mereka suatu hal yang menantang.

C. Hukuman Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika.

Penjelasan atas Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak, pada Paragraf 8 Bagian Umum
menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, ada kalanya Anak berada
dalam status saksi dan/atau korban sehingga Anak Korban dan/atau Anak
Saksi juga diatur dalam Undang-Undang ini. Khusus mengenai sanksi
terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi
Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai

tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas)
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tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan
dan pidana.

Perumusan sanksi pidana dan sanksi tindakan ini menunjukan
bahwa Undang-undang Nomorll Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak telah menganut apa yang disebut dengan Double Track
System. Dengan kata lain, undang-undang ini telah secara eksplisit
mengatur tentang jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan sekaligus.
Menurut Marlina, hukuman terbaik bagi anak dalam peradilan pidana
bukanlah hukuman penjara, melainkan tindakan ganti rugi menurut tingkat
keseriusan tindak pidananya.5?

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana kejahatan
dapat diproses hukum dan upaya yang sesuai. Salah satu
penyelesaiannya adalah melalui suatu Peradilan Anak sebagai suatu
usaha perlindungan anak untuk mendidik si anak dengan tanpa
mengabaikan tegaknya keadilan.

Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam

kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan:

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang
dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya
untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga
masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu
yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.

2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya
secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi

kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi
mendatang.5?

61 Marlina. Op.Cit, h. 156
62 Aminah Aziz. Aspek Hukum Perlindungan Anak. Medan: Universitas Sumatera
Utara USU Pers. Medan, 2018, h. 26
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Hal ini menunjukkan bahwa menegakkan keadilan terhadap
anak-anak yang telah melakukan tindak pidana sebagai tugas pokok
badan peradilan yang dibebankan oleh undang-undang, tidak hanya
mengutamakan pidana saja sebagai unsur utama, tetapi perlindungan
bagi masa depan anak adalah sasaran yang hendak dicapai oleh
Peradilan Anak.

Indonesia telah mempunyai undang-undang khusus tentang
pengadilan anak yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Perangkat
hukum yang tertulis dan terkodifikasi semacam itu merupakan jaminan
sebagai patokan berlangsungnya Pengadilan Anak, karena itu
menyangkut akan kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

Terkait dengan sanksi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum
yang berupa sanksi pidana, terdiri atas pidana pokok dan pidana
tambahan. Untuk pidana pokok, ada 5 (lima) macam sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012,
yaitu:

1. Pidana peringatan

2. Pidana dengan syarat:
a. Pembinaan di luar lembaga
b. Pelayanan masyarakat.
c. Pengawasan

3. Pelatihan kerja

4. Pembinaan dalam lembaga.
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5. Penjara

Mengenai pidana tambahan berdasarkan Pasal 71 ayat (2)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 ada dua macam, yakni:

1. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

2. Pemenuhan kewajiban adat

3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa
penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan
martabat anak. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara
pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dibandingkan dengan ketentuan Pasal 10 KUHP, dimana memuat
pidana pokok berupa: pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan,
pidana denda dan pidana tutupan, maka khusus untuk pidana mati,
Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak menghendaki
apabila anak yang telah melakukan kenakalan diancam dan dijatuhi
pidana pokok berupa pidana mati. Sebagaimana diketahui bahwa
pemeriksaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum dilatarbelakangi oleh
filosofi bahwa semata-mata demi kepentingan anak. Artinya, terhadap
anak sebagai generasi penerus bangsa tidak diinginkan untuk dijatuhi
pidana mati, karena anak sangat memerlukan pembinaan dan
perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan yang menunjang

perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Karena itu, apabila
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diancamkan pidana mati, maka upaya pembinaan dan perlindungan tidak
akan pernah dapat diberikan sementara usia yang akan dijalani oleh
seorang anak masih sangat panjang. Demikian pula sama halnya dengan
ancaman pidana seumur hidup, yang bermakna bahwa pelaksanaan
pidana akan dilalui sepanjang hidup si anak di lembaga pemasyarakatan.
Hal tersebut tidak diinginkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang No. 11 Tahun
2012 menegaskan bahwa terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum
yang telah melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati
atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan
kepada anak paling lama 10 (sepuluh) tahun.%3

Kelima pidana pokok yang diperuntukkan bagi Anak yang
Berkonflik dengan Hukum, pidana pengawasan adalah jenis pidana yang
baru. Pidana pengawasan adalah pidana yang khusus dikenakan untuk
anak yakni pengawasan yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap
prilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut, dan
pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Jadi pidana pengawasan bukan merupakan pidana penjara ataupun
kurungan yang dilaksanakan di rumah si anak, tetapi berupa pengawasan
terhadap terpidana selama waktu tertentu yang ditetapkan putusan

pengadilan.

6 Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia,
http//www.com. diakses tanggal 04 September 2023 Pukul 21.%° wib
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Pidana tambahan, Pasal 10 KUHP, merumuskan tiga macam, yaitu
berupa:

1. Pencabutan beberapa hak tertentu.
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan tentang pidana tambahan dalam KUHP dibandingkan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak
menghendaki agar anak yang melakukan kenakalan dijatuhi pidana
tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, selain juga pengumuman
putusan hakim. Berkaitan dengan pidana tambahan berupa pencabutan
hak-hak tertentu, memang sudah sepatutnya tidak diberlakukan terhadap
anak. Anak yang memang lebih dikedepankan haknya dibanding
kewajiban yang ada padanya, akan menjadi berseberangan terhadap hak-
hak yang seharusnya ia peroleh sebagai seorang anak. Sebagai contoh
haknya untuk mendapat pendidikan, apabila hak tersebut dicabut, maka
secara otomatis si anak sebagai generasi penerus bangsa akan menjadi
bodoh, yang memang sesuatu hal yang tidak dikehendaki bersama.
Apalagi dikaitkan dengan Tujuan Negara yaitu untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan akhir yaitu kesejahteraan
masyarakat, tidak terkecuali anak-anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak menginginkan anak

yang telah melakukan kenakalan dijatuhi pidana tambahan berupa
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Pengumuman Keputusan Hakim. Hal ini memang dibenarkan, karena
anak yang walaupun telah divonis pidana yang tentu saja akan
berpengaruh terhadap perkembangan fisik, sosial, dan mentalnya, akan
menambah penderitaannya kalau ditambah dengan pengumuman
terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tersebut yang
kemudian akan diketahui oleh masyarakat luas termasuk teman-
temannya.

Hal inilah yang tidak dikehendaki pada seorang anak, sekalipun ia
telah melakukan kejahatan. Jenis sanksi hukuman yang kedua bagi Anak
yang Berkonflik dengan Hukum adalah berupa tindakan. Berdasarkan
Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sanksi tersebut
ada tiga macam, yaitu:

1. Pengembalian kepada orang tua/Wali.

2. Penyerahan kepada seseorang.

3. Perawatan di rumah sakit jiwa.

4. Perawatan di LPKS.

5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.

6. Pencabutan surat izin mengemudi.

7. Perbaikan akibat tindak pidana.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang berdasarkan Putusan
pengadilan dikembalikan kepada orang tua, wali, atau seseorang bukan

berarti sepenuhnya di bawah pengawasan orang tua tersebut, akan tetapi
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anak yang bersangkutan tetap berada di bawah pengawasan dan
bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan. Dalam suatu perkara Anak yang
Berkonflik dengan Hukum, apabila hakim berpendapat bahwa orang tua,
wali, atau seseorang tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan
yang lebih baik, maka hakim dapat menetapkan anak tersebut
ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (sebagai anak sipil) untuk
mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Latihan Kkerja
dimaksudkan untuk memberikan bekal ketrampilan di bidang pertukangan,
pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya, sehingga setelah
selesai menjalani tindakan dapat hidup lebih baik dan mandiri.

Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan Kkerja
diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pemasyarakatan Anak atau
Departemen Sosial; akan tetapi dalam kepentingan anak menghendaki,
hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada
organisasi sosial kemasyarakatan, seperti: pesantren, panti sosial, dan
lembaga sosial lainnya dengan memerhatikan agama anak yang
bersangkutan.

Penjatuhan sanksi hukum berupa tindakan:

1. Pengembalian kepada orang tua/wali.
2. Penyerahan kepada seseorang
3. Perawatan di rumah sakit jiwa.

4. Perawatan di LPKS.
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5. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang
diadakan oleh pemerintah atau badan swasta.
6. Pencabutan surat izin mengemudi.

Perbaikan akibat tindak pidana. tersebut pada ayat (1) huruf d,
huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun, pada ayat (1)
dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak
pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. (Pasal 82 ayat (2, 3, 4)
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ). Dimaksud dengan penyerahan
kepada seseorang adalah penyerahan kepada orang dewasa yang dinilai
cakap, berkelakuan baik, dan bertanggung jawab, oleh Hakim serta
dipercaya oleh anak. Perawatan dirumah sakit jiwa adalah tindakan yang
diberikan kepada Anak yang pada waktu melakukan tindak pidana
menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa, sedangkan perbaikan akibat
tindak pidana misalnya memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh
tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai dengan sebelum
terjadinya tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan kepastian
hukum yang lebih nyata karena kaedahnya mudah didefenisikan.
Pembentukan atau keberadaan peraturan perundang-undangan yang baik
dan ditaati sengat penting bagi negara-negara yang sedang

membangun seperti negara saat ini, termasuk membangun sistem
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hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan
masyarakat.

Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, maka untuk menangani perkara anak atau
orang yang belum cukup umur yang melakukan tindakan pidana adalah
berdasarkan  ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.
Kedudukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak yang telah mencapai proses legalitas, kemudian
mendudukan asas-asas hukum acara pidana semakin prospekiif.
Rumusan ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun menjadi objektif dari
asas-asas dalam proses peradilan anak di Indonesia. Ketentuan legalitas
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak dalam proteksi hukum acara pidana dapat disebut sebagai hukum
acara pidana anak yang khusus mengatur pengadilan anak dengan
segala fenomena yuridis dan keutamaan legalitas dalam menangani
kejahatan anak atau anak menjadi korban (victima) dari kejahatan atau
pelanggaran pidana.

Ketentuan dasar hukum acara pidana anak dalam Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi asas-
asas:

1. Asas belum dewasa

Asas belum dewasa menjadi syarat ketentuan untuk
menentukan seseorang dapat diproses dalam pengadilan anak.
Asas belum dewasa membentuk kewenangan untuk

menentukan batas usia bagi seseorang yang disebut sebagai
anak yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.
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2. Asas kekeluargaan pemeriksaan
Ketentuan asal keleluasaan pemeriksaan dimaksud yaitu
dengan memberikan keleluasaan bagi penyidik, penuntut
umum, hakim maupun petugas lembaga pemasyarakatan dan
atau petugas probation/social worker untuk melakukan
tindakan-tindakan atau upaya berjalannya penegakan hak-hak
asasi anak, mempermudah sistem peradilan, dan lain-lain.
Tujuan utama adalah meletakan kemudahan dalam sistem
pengadilan anak, yang diakibatkan ketidak mampuan rasional,
fisik/jasmani dan rohani atau keterbelakangan pemahaman
jasmani dan rohani atau keterbelakangan pemahaman hukum
yang didapat secara kodrat dalam diri anak.

3. Asas probation/ pembimbing kemasyarakatan/social worker.
Kedudukan probation atau social worker yang diterjemahkan
dengan arti pekerja sosial. Ketentuan asas ini lebih diutamakan
kepada sistem penerjamahan ketidakmampuan seorang anak
menjadi lebih transparan dalam sebuah proses peradilan
anak.%4

Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, maka menjadi hukum acara pidana anak yang
diposisikan dengan ketentuan asas lex spesialis derogat lex spesialis
general.®® Kedudukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 meskipun
tidak disebutkan sebagai hukum acara pidana anak, bentuk penafsiran
dan pemaknaan menjadi undang-undang organik dari eksistensi adanya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.%6 Dengan
demikian penerjemahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Pengadilan Anak adalah menjadi bagian pokok hukum acara
pidana anak yang positif. Fungsi-fungsi badan-badan pengadilan umum

yang beracara tidak dapat ditafsirkan berbeda, tetapi menjadi prosesi

64 Maulana Hassan Madong. Op.Cit. h. 59-60
% |bid. h. 60
% |hid.
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kelengkapan dalam menentukan hukum acara pidana yang lebih
sempurna terhadap penerapan sistem hukum acara pidana di Indonesia.
Pengertian-pengertian yang dibangun oleh kedua Undang-Undang
tersebut yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana. Berbagai bentuk pengertian, seperti
penyidikan, penahanan, penangkapan, pembuatan berita acara,
tertangkap tangan dan lain-lain, terpola menjadi unsur suplemen
(tambahan) diantara ketentuan-ketentuan hukum acara pidana tersebut.
Dengan adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak maka segala pokok ketentuan hukum acara
pidana untuk pengadilan anak digunakan ketentuan Undang-Undang ini.
Ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak juga telah menghapus beberapa ketentuan pokok terhadap
anak yang diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 b Undang-Undang Hukum
Pidana, baik mengenai batas usia, prosesi hukuman dan lain-lain.
Aktivitas pemeriksaan tindak pidana yang dilakukan oleh polisi,
jaksa, hakim dan pejabat lainnya haruslah mengutamakan kepentingan
anak atau melihat kriterium apa yang paling baik untuk kesejahteraan
anak yang bersangkutan tanpa mengurangi perhatian kepada kepentingan
masyarakat. Sementara itu dari perspektif ilmu pemidanaan, bahwa
penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan

perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan
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ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang
berupa stigma (cap jahat). Pidana penjara dapat memberikan stigma
yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak melakukan
kejahatan lagi. Akibat penerapan stigma bagi anak akan membuat mereka
sulit untuk kembali menjadi anak "baik”.

Pidana penjara termasuk jenis pidana yang relatif kurang efekiif.
Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana, angka
perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali
(reconviction rate) orang yang pertama kali melakukan kejahatan
berbanding terbalik dengan usia pelaku. Khusus mengenai masalah
hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan
yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang
ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk
menjadikan pidana lebih fungsional.

Anak vyang Dberkonflik dengan hukum merupakan istilah
internasional yang digunakan terhadap anak yang disangka, didakwa
maupun dipidana dalam masalah hukum. Anak yang berkonflik dengan
hukum ini dikategorikan ke dalam anak yang membutuhkan perlindungan
khusus. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara
melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan,
penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan
undang-undang, dan hanya digunakan sebagai upaya terakhir dan untuk

jangka waktu terpendek dan tepat.
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Berbagai regulasi nasional, ada beberapa penyebutan untuk anak
yang berkonflik dengan hukum. Dalam Undang-Undang Pengadilan Anak
disebut anak nakal, sementara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak
terdapat dua penyebutan, yakni anak yang berhadapan dengan hukum
dan anak yang berkonflik dengan hukum. Apapun sebutannya, yang
terpenting adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan anak harus
dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, baik
sebagai korban maupun sebagai pelaku. Penegak hukum harus
mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses
penegakan hukum. Salah satunya dengan menggunakan alternatif
hukuman lain selain pidana formal. Misalnya dengan mengembalikan
kepada orangtua atau menempatkan mereka di pusat-pusat pembinaan.
Jadi anak yang tertangkap tangan melakukan kejahatan tidak langsung
ditangkap, ditahan dan diajukan ke pengadilan, tetapi harus menjalani
proses-proses tertentu seperti pendampingan dan konseling untuk
mengetahui apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi mereka.

Mencegah masalah-masalah sejenis di masa mendatang, ada
beberapa hal yang harus diperhatikan penegak hukum dalam rangka
mempertimbangan kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan
hukum. Pertama usia pertanggunjawaban pidana. Hal ini bermanfaat agar
tidak sembarang anak dapat dibawa ke proses hukum, tetapi berdasarkan
usia yang sudah ditetapkan. Indonesia menetapkan seorang anak dapat

dibawa ke proses peradilan mulai dari usia delapan tahun. Usia ini
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sebenarnya sangat rendah. Di banyak negara usia pertanggungjawaban
pidana antara 12-17 tahun. Seringkali usia ini menjadi masalah karena
banyak anak tidak memiliki akta kelahiran sehingga sulit untuk
mengasumsikan usia anak yang tidak diketahui usianya. Kondisi ini
menyebabkan anak diberlakukan seperti orang dewasa saat berhadapan
dengan hukum.

Kedua proses hukum dan sistim administrasi peradilan anak. Mulai
dari tahap penyidikan, persidangan dan pemenjaraan seringkali sebagai
tempat dilanggarnya hak-hak anak. Pada tahap awal proses penyidikan,
semestinya orangtua anak harus telah diberitahukan mengenai kondisi
anak. Bila orangtua tidak ada, maka harus dipilih walinya. Selanjutnya
anak harus mendapatkan pendampingan, baik pendampingan untuk
proses konseling oleh psikolog, maupun pendamping hukum dengan
biaya yang ditanggung negara.

Pendamping hukum sangat penting dalam proses hukum yang
dialami anak. Anak adalah warga negara yang belum dewasa, tidak
memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Untuk
itu, anak yang berkonflik dengan hukum harus melibatkan orangtua/wali
maupun pendamping, khususnya pendamping hukum sebagai orang yang
memiliki consent untuk menuntut hak asasi mereka dalam proses hukum
tersebut. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan dengan tatacara
ramah anak, seperti dilakukan orang yang ahli dalam bidang anak
berdasarkan persetujuan anak, dalam bahasa yang dimengerti anak dan

bila bahasa itu tidak dimengerti harus diberikan penerjemah. Anak harus
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diberikan kesempatan beristirahat, privacy terjamin dan tentu saja tanpa
kekerasan terhadap anak. Selanjutnya dalam proses peradilan, hakim dan
jaksa tidak boleh mengenakan toga karena akan menimbulkan ketakutan
dan dampak psikologis lainnya bagi anak.

Ketiga mengenai kesehatan. Perawatan kesehatan fisik dan psikis
anak sering tidak menjadi perhatian negara selama anak menjalani proses
penahanan dan pemidanaan. Bahkan dalam banyak kasus anak
mengalami kekerasan fisik baik yang dilakukan oleh aparat negara,
maupun sesama tahanan/narapidana lainnya.

Keempat pendidikan. Anak yang melakukan tindak pidana
umumnya dikeluarkan dari sekolah, padahal belum ada keputusan tetap
yang mengikat, apakah anak tersebut bersalah atau tidak, sehingga
menyalahi prinsip praduga tak bersalah dan tentunya menghilangkan hak
anak atas pendidikan. Harus diingat, pemenjaran hanya menghilangkan
hak bergerak seseorang, sementara hak-hak lainnya tetap wajib
didapatkan. Jika seorang anak dipidana penjara, maka seluruh hak-
haknya yang lain wajib diberikan, misalnya hak atas pendidikan, hak untuk
terbebas dari tindak kekerasan dan sebagainya. Untuk dapat memahami
secara luas teori-teori tentang tujuan penghukuman tersebut dengan
aliran-aliran di dalam hukum pidana, maka harus diketahui lebih dahulu
hakikat dari hukuman itu sendiri.

Menurut Darwan Prinst menyebutkan bahwa yang dimaksud

dengan pidana adalah “hukuman yang dijatuhkan atas diri seseorang
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yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.®®
Andi Hamzah menyatakan bahwa pidana dipandang sebagai suatu
nestapa yang dikenakan kepada pembuat karena melakukan suatu
delik.®”

Hulsman dalam Niniek Suparni menyebutkan bahwa pidana adalah
menyerukan untuk tertib, pidana pada hakikatnya mempunyai dua tujuan
yaitu untuk mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan
konflik.%®

Berdasarkan pendapat para ahli, maka:

1. Pidana itu diberikan harus merupakan suatu nestapa atau

akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.

2. Pidana itu diberikan harus pada seseorang yang telah

melakukan pelanggaran terhadap peraturan.

3. Pidana itu dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan

kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya.

4. Pidana itu harus dijatuhkan oleh lembaga instansi yang

berwenang yang mewakili negara.®®

Alf Roses dan Marlina menambahkan secara tegas dan tereksplisit
bahwa pidana juga harus merupakan pernyataan tercela terhadap diri
pelaku yaitu:

1. Pidana itu ditujukan pada pengenaan penderitaan pada orang yang
bersangkutan.

2. Pidana merupakan suatu pernyataan tercela terhadap perbuatan si

pelaku.”®

% Darwan Prinst. Op.Cit, h. 23

67 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta,2014,
h. 27.

% Niniek Suparni. Op.Cit, h. 12.

% Marlina. Op.Cit. h. 124-125

0 Ibid. h. 125.
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Tidak dapat dipandang sebagai pinisment apabila dalam tindakan
tersebut ada hal-hal:

1. Tindakan-tindakan yang bertujuan pengenaan penderitaan

tetapi tidak merupakan pernyataan tercela.

2. Tindakan-tindakan yang merupakan pencelaan akan tetapi
dimaksudkan untuk pengenaan penderitaan.

3. Tindakan-tindakan tersebut di samping tidak dimaksudkan untuk
mengenakan penderitaan, juga tidak merupakan pernyataan
pencelaan.”

Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, ketentuan sanksi pidana dan tindakan terhadap
anak yang melakukan tindak pidana sudah ditentukan tersendiri yang
berbeda dengan ketentuan KUHP sebagai wujud dari perlindungan yang
bersifat khusus kepada anak. Untuk melaksanakan pembinaan dan
memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang
menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap
dan memadai.

Tujuan dibuatnya ketentuan pidana dan tindakan dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang
berbeda dengan ketentuan pidana dalam KUHP, dimaksudkan untuk lebih
melindungi dan mengayomi anak. Selain itu, menurut penjelasan umum
Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 pembedaan tersebut dimaksudkan
untuk memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan
memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri,

bertanggungjawab, dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa

dan negara.

1 Ibid.
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Prilaku kenakalan yang dilakukan oleh anak walaupun kadangkala
sama dengan kejahatan yang dilakukan orang dewasa, tidak berarti
sanksi yang yang diberikan juga sama. Anak tetaplah anak yang tentu
saja masih mengalami proses perkembangan fisik, mental, psikis, dan
sosial menuju kesempurnaan seperti yang dimiliki oleh dewasa.
Konsekuensinya, reaksi terhadap anak tidak sama dengan reaksi yang
diberikan orang dewasa, yang lebih mengarah kepada punitif.

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997, telah diatur secara
khusus tentang hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan hukum
pelaksanaan pidana bagi anak yang telah melakukan kenakalan. Oleh
karena itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan hukum
yang khusus (lex spesialis) dari hukum yang umum (lex generalis) yang
tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak tentu mempunyai latar belakang. Dalam
konsideran diuraikan bahwa latar belakang lahirnya Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2012:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha
Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia
seutuhnya.

2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak
mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum
dalam sistem peradilan.

3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak
Anak (Convention on the Rights of the Child) yang mengatur prinsip
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perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk

memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang Berkonflik

dengan Hukum.

Berdasarkan konsideran tersebut telah dirumuskan pentingnya
perangkat hukum dan kelembagaan yang khusus disediakan bagi anak
yang secara kebetulan berhadapan dengan hukum. Hal ini dilakukan
dengan kesadaran penuh bahwa terhadap anak yang walaupun secara
kualitas dan kuantitas dapat saja melakukan perbuatan melanggar hukum
seperti halnya yang dilakukan orang dewasa, tetapi penanganan yang
diberikan tidak harus sama dengan penanganan bagi orang dewasa yang
melakukan kejahatan

Sejumlah upaya regulasi dan kebijakan pemerintah telah
dilakukan seperti tercermin dalam berbagai ketentuan:

1. Ayat (3) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak menyebutkan bahwa; “Penangkapan, penahanan,
atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai
dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai
upaya terakhir”.

2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009 tentang
‘Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam
Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia” di
mana pada Pasal 25 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tindakan

penahanan terhadap anak, petugas wajib mempertimbangkan:
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a. Tindakan penahanan hanya dilakukan sebagai tindakan yang
sangat terpaksa dan merupakan upaya yang paling akhir

b. Hak anak untuk tetap mendapatkan kesempatan pendidikan dan
umbuh kembang selama dalam penahanan

c. Dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka dewasa

d. Penerapan prosedur khusus untuk perlindungan dan peradilan
anak.

3. Keputusan Bersama tentang Penanganan Anak Yang berhadapan
dengan Hukum, antara Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri,
Menhukham, Menteri Sosial, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak tanggal 22 Desember 2009, yang
mengamanatkan agar penanganan anak yang berkonflik dengan
hukum mendahulukan model restorative justice.

4. Amanat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16
Februari 2010 saat meninjau Lapas Tangerang agar penghukuman
terhadap anak tidak disamaratakan, aparat penegak hukum tidak
semata-mata mematubhi hukum formal, namun lebih
mempertimbangkan keadilan substantif, khususnya bagi kelompok
masyarakat marginal termasuk anak-anak.

Berbagai kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan di tataran
paling bawah. Aparat penegak hukum tetap berpedoman pada hukum
positif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak. Apalagi kebijakan yang lebih rendah dari undang-undang
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tersebut tidak pernah disosialisasikan secara massif, tanpa Juklak/Juknis

yang bisa dijadikan pedoman pelaksanaan di lapangan. Akibatnya sampai

saat ini penanganan anak yang berkonflik dengan hukum di lapangan
belum mengalami kemajuan yang berarti.

Akar persoalan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia
sesungguhnya sangat jelas, yakni pada tataran instrument regulasi belum
mendukung penanganan anak yang berkonflik dengan hukum yang
berperspektif anak. Oleh sebab itu, mewujudkan sistem peradilan anak
yang memadai menjadi hal yang sangat mendesak, agar kemauan politik
Negara/pemerintah untuk melindungi anak dengan jaminan kelangsungan
hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi bisa terwujud.

Menyikapi kondisi tersebut, sesuai kewenangannya Komisi
Perlindungan Anak Indonesia telah melakukan langkah-langkah strategik
dan berkesinambungan diantaranya:

1. Melakukan sejumlah telaahan/kajian mendalam dengan para ahli yang
melahirkan sejumlah Rekomendasi untuk diteruskan kepada para
pihak terkait, termasuk mengusulkan kepada Komisi VIII DPR RI untuk
membahas anak berkonflik dengan hukum dalam Forum Panja Anak

2. Melakukan judicial review/uji materiil terhadap UU Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak kepada Mahkamah Konstitusi, yang

sampai saat ini masih dalam tahap persidangan untuk mendengarkan



82

keterangan para ahli. Pasal-pasal yang domohonkan untuk judicial

review adalah:

a. Pasal 1 angka 2 huruf b tentang anak nakal , sepanjang kalimat; “
anak yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, baik
menurut  peraturan perundang-undangan maupun  menurut
peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat
yang bersangkutan. Pasal ini membuka peluang terjadinya
kriminalisasi anak karena memungkinkan seorang anak diproses
hukum bukan hanya karena melanggar peraturan perundang-
undangan, tetapi juga karena melanggar peraturan lain yang hidup
dalam masyarakat, seperti hukum adat, etika, dan sebagainya.
Ketentuan tersebut bertentangan dengan asas legalitas, dimana
bahwa dalam hal mengenakan hukuman pidana kepada orang
(subyek) hanya dapat dijatuhkan kepada orang apabila sudah
ditetapkan terlebih dahulu dalam Undang-undang.

b. Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi ; “ Batas umur anak nakal yang
dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8
(delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun
dan belum pernah kawin”. Ketentuan batas usia pertanggung
jawaban tersebut terlalu rendah. Kecuali akan mengganggu tumbuh
kembang, juga bertentangan dengan tugas anak pada usia tersebut

yakni belajar.
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c. Pasal 22 sepanjang frasa; “Terhadap Anak nakal hanya dapat
dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam
Undangundang ini”. Komisi Perlindungan Anak Indonesia tidak
sependapat dengan hukuman pemidanaan pada anak. Meskipun
pemidanaan adalah merupakan upaya untuk menyadarkan
narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan
menjadikan kembali sebagai warga masyarakat yang baik, taat
kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan
keagamaan sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman,
tertib, dan damai, namun terhadap anak nakal, lebih tepat dan lebih
baik dikenakan pembinaan dengan menjatuhkan hukuman tindakan
sebagai upaya perbaikan (restorative justice) dan bukan
pemidanaan, karena pemidanaan akan berdampak traumatik
berkepanjangan. Hukuman pemidanaan berarti anak harus
berurusan dengan proses penyidikan, pemberkasan berita acara,
persidangan, dan kemungkinan hukuman pemenjaraan. Hukuman
tindakan akan jauh lebih mendidik, dan membantu proses
perkembangan serta pendewasaan anak.

d. Pasal 23 sepanjang frasa “pidana penjara. Ketentuan pasal 23 ayat
(20) menyebutkan Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada
anak nakal ialah: pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda,
atau pidana pengawasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia

menolak pemenjaraan terhadap anak, karena penjara tidak pernah
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terbukti mampu membawa perbaikan mendasar yang inginkan
untuk mencapai kedewasaan seorang anak.

. Pasal 31 ayat (1) sepanjang mengenai frasa yang berbunyi “di
lembaga Pemasyarakatan Anak”. Bunyi selengkapnya adalah;
“‘Anak nakal yang oleh hakim diputus untuk diserahkan kepada
Negara, ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan Anak sebagai
anak Negara”. Ketentuan ini merancukan antara anak pidana
dengan anak Negara. Bahwa penempatan sebagai anak Negara
menurut sistem hukum sanksi dalam Undang-Undang Pengadilan
Anak bukan bentuk pidana (straft) namun sanksi tindakan, maka
tidak tepat kalau ia ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan. Atas
dasar telaahan tersebut, Komisi Perlindungan Anak Indonesia
memandang bahwa 5 pasal dalam UU Nomor 3 Tahun 1997
bertentangan dengan Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang dasar
1945, yakni: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh
dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi”. Oleh sebab itu, pasal-pasal tersebut dengan
segala ketentuannya harus dicabut dari Undang-Undang tersebut
sebagai hukum positif, serta tidak diulang pencantumannya pada
Undang-undang sejenis yang akan menggantikannya.

Sistem pertanggungjawaban pidana anak pada dasarnya masih

sama dengan sistem pertanggungjawaban orang dewasa, Yaitu
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berorientasi pada si pelaku secara pribadi/individual. Mengenai hal ini

dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut:

1. Merupakan prinsip umum yang wajar, bahwa pertanggungjawaban
pidana bersifat pribadi yaitu hanya dikenakan kepada orang/si pelaku
itu sendiri dan hanya dikenakan kepada orang yang bersalah

2. Penerapan prinsip umum pemidanaan yang demikian vyaitu
pertanggungjawaban individual terhadap terhadap orang dewasa
merupakan hal yang wajar, karena orang dewasa memang sudah
selayaknya dipandang sebagai individu yang bebas dan mandiri dan
bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Namun
penerapan prinsip umum ini kepada anak masih perlu dikaji karena
anak belum dapat dikatakan sebagai individu yang mandiri secara
penuh. Oleh karena itu penerapan prinsip umum ini harus dilakukan
sangat hati-hati dan selektif.

3. Ada baiknya dikembangkan gagasan untuk mengimbangi sistem
pemidanaan/pertanggungjawaban individual itu dengan sistem
pertanggungjawaban struktural/fungsional. Salah satu kelemahan
sistem pemidanaan individual dalam upaya penanggulangan kejahatan
adalah sifatnya yang sangat “fragmentair”, yaitu melihat upaya
pencegahan/ penanggulangan kejahatan dari sudut individu si pelaku
saja. Sasaran utamanya lebih ditujukan pada pencegahan individu
agar tidak melakukan tindak pidana. Jadi kurang menekankan pada

upaya penanggulangan kejahatan secara struktural/fungsional.
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Strategi demikian patut dipermasalahkan dalam menghadapi masalah
kejahatan/tindak pidana anak. Masalahnya adalah apakah cukup
kejahatan anak ditanggulangi hanya dengan memidana si anak
padahal masalah anak lebih merupakan masalah struktural. Terlebih
karena sifat kekurangmandirian dan ketergantungan anak, maka anak
yang melakukan kenakalan atau kejahatan sebenarnya adalah “korban
struktural” atau “korban lingkungan”. Oleh karena itu sepantasnya
dikembangkan  pemikiran/gagasan/strategi  “pertanggungjawaban
struktural/fungsional”. Artinya pemidanaan tidak hanya berfungsi untuk
mempertanggungjawabkan dan membina anak sebagai pelaku
kejahatan tetapi juga berfungsi untuk mempertanggungjawabkan dan
mencegah pihak-pihak lain yang secara struktural/fungsional
mempunyai potensi dan kontribusi besar untuk terjadinya
kejahatan/tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Pemidanaan bagi orang yang telah terbukti melakukan kejahatan
mempunyai fungsi untuk mendidik kembali dan memperbaiki kembali
sikap dan prilaku pelaku kejahatan sehingga ia dapat meninggalkan
prilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Asas bagi kepentingan
pelaku kejahatan yang diusahakan dengan memberikan bimbingan,
pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi menjadi landasan

penjatuhan hukuman.
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Pemidanaan merupakan upaya untuk menyadarkan para pelaku
tindak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya
menjadi warga masyarakat yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi
nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai masyarakat
yang aman, tertib dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak atas prilaku dan
tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak
terutama penjatuhan pidana penjara merupakan upaya akhir bilamana
upaya lain tidak berhasil.

Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap seorang anak yang
melakukan kejahatan adalah salah satu bagian penting, karena fungsi
pemidanaan bagi anak adalah untuk memberikan perlindungan.

Menjatuhkan putusan pidana terhadap anak, maka seorang Hakim
mempunyai kebebasan untuk menentukan berat hukuman. Meskipun
demikian kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas,
tetapi harus memperhitungkan sifat dan seriusnya peristiwa pidana yang
dilakukan dan keadaan-keadaan yang meliputi perbuatan-perbuatan yang
diharapkan kepadanya.

Pertimbangan keputusan, seperti kepribadian pelaku, perbuatan,
usia, tingkat pendidikan, pria maupun wanita, lingkungan maupun
kepribadian bangsa, perlu mendapat perhatian. Dengan perkataan lain

pertimbangan kepentingan harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah,
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azas-azas dan keyakinan hukum yang juga berlaku di dalam masyarakat
dimana ia hidup.

Mengingat juga pandangan tentang adanya hak-hak asasi manusia
yang dikaitkan dengan ukuran-ukuran bila seseorang dipandang mampu
bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab sehingga keadilan dalam
penerapan hukuman dapat tercipta.

Keputusan hakim pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang
ditujukan terhadap terdakwa dan hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam
persidangan peradilan. Jika tuduhan tersebut terbukti serta terdakwa
dapat dihukum, maka hakim dapat menetapkan berat dan ringannya
hukuman berdasarkan teori hukum pidana yang dipergunakannya.

Penggunaan teori hukum pidana, hakim diberi kebebasan karena
di dalam perundang-undangan di dalam KUHP, yurisprudensi, ilmu hukum
atau doktrin tidak menetapkannya. Meskipun demikian dalam prakteknya
hakim lazim mempergunakan teori gabungan di dalam menetapkan berat
dan ringannya hukuman. Maksudnya walaupun hakim diberi kebebasan
untuk menetapkan berat hukuman antara batas maksimal dan minimal,
tetapi bukanlah berarti harus ada penilaian subjektif dari hakim, dan untuk
itu hakim dapat mempergunakan teori gabungan, dimana setidak-tidaknya
paham perlindungan atas pengamanan kepentingan-kepentingan
masyarakat tidak ditinggalkan, di samping penghukuman terhadap si

pembuat.
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Selain faktor-faktor tersebut di atas, maka yang menjadi alasan
atau pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap
seorang anak yang melakukan kejahatan adalah :

1. Agar anak tersebut berhasil memantapkan kembali harga diri
dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa
depannya.

2. Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk
bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiataan
pembangunan nasional

3. Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin
dalam sikap dan prilakunya yang tertib disiplin

4. Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap
bangsa dan negara.”

Permasalahan tentang penyamaan berat hukuman dari peristiwa-
peristwia pidana yang sama harus diperlakukan sama dan peristiwa-
peristiwa pidana yang tidak sama harus diperlaukan tidak sama. Mengenai
hal ini secara praktis tidak semudah untuk diperlakukan seperti anggapan
tersebut. Hal ini selalu dihadapkan kepada hakim tetapi harus dimaklumi
bahwa berat hukuman disatu pihak harus berlandaskan kepada keadaan-
keadaan dari perbuatan (daad) dan pelakunya (dader) dan di lain pihak
dapat disamakan dengan berat hukuman di dalam peristiwa yang sama.

Akibat dari landasan antara perbuatan dan pelakunya disatu pihak
dengan disamakan hukuman dalam peristiwa-peristiwa pidana yang sama,
maka harus dapat bergerak. Hal ini disebabkan secara praktis peristiwa-
peristiwa pidana yang dihadapkan kepadanya dan diantara hakim sendiri
terdapat perbedaan pandangan tentang penilaian terhadap data dalam

peristiwa pidana yang sama atau yang dapat disamakan.

2 Nandang Sambas, Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia,
Graha limu,Yogyakarta, 2010, h.52
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Terkait dengan penjatuhan hukuman bagi anak yang berkonflik
dengan hukum diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Bentuk-bentuk sanksi dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut
tampak sama dengan bentuk-bentuk program diversi, seperti:
pengawasan masyarakat (community supervision), restitusi (restitution),
kompensasi (conpensation), denda (fine), pemberian nasihat (conseling);
pelayanan klien khusus; kegiatan yang melibatkan pihak keluarga (family
Intervention).

Mencermati bentuk-bentuk sanksi tindakan dalam Undang-Undang
No. 11 Tahun 2012 dengan bentuk-bentuk program diversi, tampak
terdapat kesamaan antara program diversi dengan salah satu bentuk
sanksi tindakan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Pidana Anak putusan hakim melalui proses
pemeriksaan perkara pidana secara formal. Sanksi-sanksi dalam Undang-
Undang No. 11 Tahun 2012 tersebut, sudah dapat menimbulkan efek
negatif proses pengadilan dan menimbulkan stigma (cap jahat) terhadap
anak. Dengan adanya putusan-putusan dalam Undang-Undang No. 11
Tahun 2012 telah menimbulkan cap secara yuridis bahwa anak tersebut
sebagai Anak yang Berkonflik dengan Hukum, hal ini tentunya berbeda
dengan tujuan yang dikehendaki oleh konsep diversi.

Kebijakan formulasi dalam UU No. 11 Tahun 2012, tidak

menentukan diversi dalam bentuk penghentian penyidikan dan
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penghentian penuntutan serta penghentian pemeriksaan dalam rangka
perlindungan anak (kecuali bagi pelaku anak yang berumur kurang dari 12
tahun). Namun demikian dengan adanya jenis putusan hakim berupa:
denda, mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,
menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan
latihan kerja, atau menyerahkan kepada Departemen Sosial atau
organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan,
pembinaan dan latihan kerja, sama dengan bentuk-bentuk program
diversi. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan adanya indikasi dapat
diterimanya konsep diversi. Sanksi hukum pidana yang dapat dijatuhkan
pada anak diatur dalam Pasal 71 sampai dengan Pasal 81 Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.



